
6. P~raturan1 Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan 
Brtas-batris Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten 
k~bupat~~ Gowa, Maras Da_n _Pangkaje~e - dan Kepulauan 
Dklam Lmgkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 
Nrgara R,~publik lndones_ia Tahun _1971 Nomor 65, Tambahan 
Lymbaranl Negara Repubhk Indonesia Nomor 2970);- - 

1. utndang-yndang Nomor 29 Tahun 1959 - tentang Pembentukan 
Daerah-d~erah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara - 

11· 111 Republik !Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Nbgara Republik Indonesia Nomor 1822); i Ill _ 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Nbgara (iembaran Neqara Republik lndonesla Tahun 2003 I' Id - - - --- - - - 
Nornor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4286); - 

I 11 

3. Updang-~~ndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (ILembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nbmor sjll Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Ii I' Nbrnor 4355); 
~ . Ill _ 

4. Undang-l)ndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
P~raturan:: Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
lnbonesial Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lernbaran Negara ,, 
Republik 1,rdonesi~ Nomor 4389); . . _ 

5. U\pdang-4ndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (~embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
N~mor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Npmor 4~37) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kf dua At~s Un?ang-Und~ng Norn or 32 Tahun 2004 (Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
l.ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); ,' 

Mengingat 

 

WALIKOTA MAKASSAR 
'i 

1~ERATLRAN 
WALIKOTA MAKASSAR 

~· '.I~ • NOMQR 2~ ~Ult 2t([);1i1 

·1 TENT ANC?i 

PEMBENTUKAN, S,USUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
UNIT PELAKSANATEKNIS DINAS (UPTD) PANTAI LAGUNA PADA DINAS 

I,, :i 
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA MAKASSAR 

I Ii 
:: rALIKOTA MAKASSAR; 

Menimbang : a. banwa untuk mengoptimalkan fungsi Pantai Laguna sebagai 
karasan ~isata kuliner yang representatif bagi pengunjung dan 
pd,dagang ·.]kaki lima, maka perlu dikelola oleh suatu unit kerja; 

!1• II b. se~hubun_g~n dengan hal tersebut huruf a diatas, m~ka dipandang 
perlu d1terapkan dalam suatu Peraturan Wahkota tentang 
PJmbentu~an, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit 
PJ.laksana! Teknis Dinas (UPTD) Pantai Laguna. 

I 



Dengan Peraturan i1.i. dibelhtuk UPTD Pantai Laguna pada Dinas Perindustrian, 
Perdagangan dan Pen1~maman1 Modal Kota Makassar. 

I 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dalam Peraturan ini yahg dimaksud dengan : 
I'' ill 1 . Daerah adalah Kota Makas1sar. 

2. Walikota adalah W~:likota Mkkassar . 
3. Sekretaris Daerah Jdalah S~kretaris Daerah Kota Makassar. 
4. Kepala Dinas adal~h Kep~'la Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman 

Modal Kata Makas~~r. ·II 
5. Unit Pelaksana T~.knis Di~as selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Pantai 

Laguna pada Din$s Peri11ldustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota 
Makassar. .· J . . . . 

6. Kepala UPTD adalah Ke~1rla UPTD Pantai Laguna pada Dinas Permdustnan, 
Perdagangan dan Penananian Modal Kota Makassar. 

7. Kelompok Jabatan l1Fungsio:pal adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan 
bidang keahlian pada UPTD. 

I I 

PER~TURAJ'i WALIKOTA MAKASSAR TENT ANG 
PEM~ENTUtj:AN, SU SU NAN ORGANISASI DAN TAT A KERJA 
UNITj: PELAJfSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PANTAI LAGUNA 
PADA DINIAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN 
PEN~NAMAN MODAL KOTA MAKASSAR 

:1:1 BAB I 
KETENTUAN UMUM 

~ · Pasal 1 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN:  

2 
I. 

7. P1;raturan femenntah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Nama Kot~ Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam 
Wi'ayah P~opinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik . 
Indonesia ~, omor 193); 

8. P~raturan :[ Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
PJ:mbagia~ Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
P~.merintaran Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1, I~ , 
2q.01 Noljllor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik 
lnClonesia l1Nomor 4737); 

9. P~raturan !iPemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman 
O~ganisasj Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
lnaonesia.l~Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Rfpublik '~I donesia Nomor 4741);. 

10. Peraturan.Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
utusuan ~emerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah 
Kra Mak?ss~r (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2009); . 

11. Peraturanllloaerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
P~mbentykan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota 
Makassari (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2009). 



3 

(1) Susunan Organisa~~ UPTD,,11 terdiri dari : 
a. Kepala UPTD; ~ ·,[ . 
b. Kepala Subbagi~n Tata psaha; · 
c. Kelompok Jabatan Fung~ional. 

(2) Bagan Susunan cDrganisaili UPTD dimaksud ayat (1) pasal ini, sebagaimana
tercantum pada Latpiran ii..raturan ini. 

:J Pasal 6 
I' i Tata Kerja 

(1) Kepala UPTD Pantai Laguna bertugas memimpin dan mengoordinasikan
pelaksanaan tug~s dan tdngsi UPTD Pantai Laguna, serta melakukan pembinaan
dan pengawasan11:kepada bawahannya. . 

(2) Kepala Subbaqian Tata I Usaha UPTD Pantai Laguna, bertugas mengkoordinir
pelaksanaan tug~s ketataJusahaan yang terdiri dari : 
a. Pengelolaan data keprgawaian; 
b. Pengelolaan keuangaT; 
c. Pengelolaan ~arang; ·111 . · 

d. Pengagendaan dan penqarsipan surat; 
e. Pengelolaan Reaman~n; 
f. Pengelolaan ~ebersih~n; 
g. Pengelolaan ~ramu k~ntor. 

Pasal 5 

 

BAB 111 
KEIDUDU~N, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN 

I ~jUSUNAN ORGANISASI 
· 1 Pasal 3 

(1) UPTD Pantai Lagu~a, berl\,ldudukan sebagai Unit Pelaksana Teknls Dinas pada 
Dinas Perindustrian, ~.Perdag~ngan dan Penanaman Modal. 

(2) UPTD Pantai Laquna, dipim.': pin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan 
tugas berada di ba~ah da~1 bertanggungjawab kepada Kepala Dinas serta wajib 
melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. 

I i11 

.I Pasal 4 
Tugas Pokok dan Fungsi 

I:: ·II 
(1) Tugas pokok UPTQ/. Pantai Laguna yaitu melaksanakan sebagian tugas kegiatari

teknis operasional j' dan/atau kegiatan penunjang, pelaksanaan teknis dan 
operasional perencahaan, ~embinaan dan penataan pedagang kaki lima di Pantai
Laguna. I I 

(2) Dalam rnelaksanakan tuqaspokok dimaksud ayat (1) pasal ini, UPTD Pantai Laguna
menyelenggarakan fungsi: .1j · 

a. menyusun dan r!nelaksa~akan rencana kerja -dan anggaran dibidang penataan
dan pembinaan 1:: pedag~1ng kaki lima pada Pantai Laguna sesuai ketentuan
peraturan perund:lang-uncfangan yang telah ditetapkan; 

b. melaksanakan rpembin~an, perbaikan dan pemeliharaan Pantai Laguna
khususnya pedaqanq ka~i lima; 

c. melaksanakan ~'engada~n/penyediaan, pengaturan, penyimpanan dan distribusi 
barang serta pe~alatan y~ng diperlukan pada UPTD Pantai Laguna; 

d. melakukan perl'gelolaa~. pengawasan dan pengendalian kegiatan dalam
kawasan Pantai [Laguna;·j 

e. melakukan koordinsi dengan instansi terkait. 
' - 'ii 

:11 

Susunan Organisasi :~ 



TAHUN 

Diundangkan di Makassar 
II' pada tangga~ t9 Juli 20111: 
I' 

SEKRETARIS DAERAH KOTA!iMAKASSAR, 

A+- 
M. ANIS ZAKARll:: KAMA

BERITA DAERAH xor A MA~SSAR · NOMOR 

Ditetapkan di Makassar 
pada tan al : 19 Juli 2'.011l 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat meng~tahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan penempatanny~ dalam 

1~erita Daerah Kata Makassar. 

Pasal9 

I 

Pada saat Peraturan ~alikota i1ini mula.i berlaku, maka Peraturan Walikota Makassar 
Nomor 84 Tahun 2009 ~entang 

1pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Dinas (UPiTD) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kata I -t 

Makassar pada Pasal 21angka1 dinyatakan tidak berlaku.  
Pasal8 

(3) Kelompok Jabatan 4ungsiodal UPTD Pantai Laguna bertugas melaksanakan tugas 
teknis yang berkaitaf denga~ pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pantai Laguna. 

(4) Dalam melaksanak9n tugas :Kepala Subbagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan 
Fungsional UPTD 11,.Pantai Waguna bertanggungjawab kepada Kepala UPTD dan 
wajib rnelaksanakarj koordin,~si, integrasi dan sinkronisasi. 

(5) Uraian tugas Jabatan Non II[ Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional UPTD 
Pantai Laguna akanlditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. :' ,, 

BAB IV 
~ETENTUANPENUTUP 

:;I Pasal 7 

Hal-hal yang belum cukup tur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut 
sesuai ketetuan peraturan perum1111dang-undangan yang berlaku. 

I 

4 

dok
Typewritten text
22             2011
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ILHAM · ARIEF SIRAJUDDIN 

! 

KEIJ!OMPOK 
J,A}BATAN 

·111 

FUNpSIONAL 
Ill 

~I 

.ii 

KEPALA SUBBAGIAN 
TATAUSAHA 

rn 

KEE PALA 
illJPTD 

I 

'I , • 
·:~ 

' :11 

: ;11 . 

Peraturaraj'· Walikola Makassar 
llJ 

Pembent~kan, S4~sunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis Dit1as (UPfD) Pantai Laguna pada Dinas Perindustrian 
Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar 

I ii 

• 

• 

Lampiran 
Norn or 
Tentang 

dok
Typewritten text
22 TAHUN 2011


